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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk
mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum
Tentang Anak Yang Terlibat Tindak Pidana
Narkotika dan bagaimana Bentuk Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar
Narkotika di mana dengan metode penelitian
hukum normatif disimpulkan bahwa: 1.
Pengaturan hukum tentang keterlibatan anak
sebagai pelaku tindak pidana narkotika,
ternyata bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara
substantive  yang  berhubungan dengan
keberadaan anak sebagai subyek hukum khusus
di dalam tindak pidana narkotika, akan tetapi
ketentuan pidananya lebih lanjut diatur dalam
UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014
Tentang  Perlindungan  Anak, walaupun
demikian  tidak = mengesampingkan  UU
Narkotika dalam penerapan dan
penanggulangan tindak pidana narkotika yang
melibatkan anak. 2. Perlindungan hukum
terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika,
pidana penjara yang diberikan kepada anak
sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah
keputusan vyang kurang tepat. Mengingat
bahwa Pasal 20 Undang-undang No 35 tahun
2014 tentang Perlindungan Anak vyang
menegaskan bahwa: Negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan orang tua
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak. Demikian
bagi anak yang berhadapan dengan hukum
harus diberikan perlindungan khusus sesuai
yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang
No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak,. Anak yang terlibat tindak pidana
narkotika dapat dilakukan upaya diversi
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terlebih dahulu sebagaimana yang tercantum
dalam pasal 9 ayat (2).
Kata kunci: narkotika; anak;

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana  narkotika  merupakan
kejahatan yang bersifat luar biasa (extra
ordinary crime) modus operandi cukup canggih
dan terus mengalami perubahan untuk
menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
Dewasa ini modus terbaru yang dilakukan
adalah dengan melibatkan anak di bawah umur
sebagai kurir atau pengantar narkoba ke tangan
pengguna. Perhatian terhadap anak, dalam
artian memenuhi hak dan memberikan
perlindungan merupakan faktor penting,
karena anak adalah manusia yang memiliki hak-
hak, namun masih rentan, bergantung, secara
fisik masih lemah dan membutuhkan
perlindungan dari orang dewasa serta sarat
dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan khusus.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang
Anak Yang Terlibat Tindak Pidana
Narkotika?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Sebagai Pengedar
Narkotika?

C. Metode Penelitian
Dalam  penelitian ini  penulis telah
menggunakan metode penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Tentang Anak Yang

Terlibat Tindak Pidana Narkotika

Sejak tahun 1979 pemerintah telah
menetapkan  sebuah peraturan untuk
meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga
proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-
Undang No. 4 tentang Kesejahteraan Anak yang
dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak
atas pemeliharaan dan perlindungan sejak
dalam kandungan sampai dengan sesudah
dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap
anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang
dapat menghambat  pertumbuhan dan
perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat
diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat
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mengakibatkan pembatalan hak asuh orang
tua.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah
menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No. 3
Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu
anak yang berada dalam proses hukum tetap
untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir,
pemerintah menetapkan pula UU No. 35 Tahun
2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun
2003 Tentang Perlindungan Anak yang secara
tegas pula menggariskan bahwa anak adalah
penerus generasi bangsa yang harus dijamin
perlindungannya dari segala bentuk kekerasan
dan diskriminasi. Meskipun seorang anak
dilindungi dari berbagai peraturan perundang-
undangan akibat perbuatan pidana yang
dilakukannya® tetapi dalam kaitannya dengan
penegakan hukum maka seorang anak harus
dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam
kaitannya dengan perbuatan pelanggaran
hukum yang dilakukannya termasuk anak yang
mengedarkan narkotika.>*

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan
hukum terhadap keterlibatan anak vyang
melakukan tindak pidana narkotika ada diatur
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai latar
belakang undang-undang yang diancamkan
kepada anak atas perbuatannya mengedarkan
narkotika. Kemudian Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila
anak tersebut melakukan tindak pidana
narkotika dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan
anak vyang telah terbukti mengedarkan
narkotika.

Penerapan pemidanaan terhadap anak
sering menimbulkan perdebatan, karena dalam
hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat
luas baik menyangkut perilaku maupun stigma
dalam masyarakat dan juga dalam diri anak

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah
diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan
pemidanaan lebih bersifat membina dan
melindungi terhadap anak, dibandingkan
dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997
tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak
relevan lagi karena tidak sesuai dengan
perkembangan zaman.

Pasal 64 ayat (2) huruf e Undang-Undang Rl
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan
khusus bagi anak yang berhadapan dengan
hukum dilaksanakan melalui pembebasan dari
penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain
yang  kejam, tidak  manusiawi  serta
merendahkan martabat dan derajatnya, serta
pasal 64 ayat (2) huruf g yaitu penghindaran
dari penangkapan, penahanan atau penjara,
kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu
yang paling singkat. Hukuman penjara 2 tahun
6 bulan merupakan waktu yang cukup lama dan
sangat berat untuk dijalani oleh anak, dan akan
berimbas pada pertumbuhan dan
perkembangan di usianya.®

Selanjutnya Undang-Undang No. 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
menganut double track system. Yang dimaksud
dengan double track system adalah sistem dua
jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga
mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem
dua jalur (double track system), sanksi yang
dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan,
baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat.
Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat
menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak
yang sesuai dan patut untuk
dipertanggungjawabkan oleh anak yang
berkonflik dengan hukum.’

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana
terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap
sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab
itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka
sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka
perkara hukum dianggap telah berakhir.
Pandangan demikian, telah memposisikan

6 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak,
Refika Aditama, Bandung, 2008, him.120.

7 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di
Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, him. 56.
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keadilan dalam hukum pidana dan penegakan
hukum  pidana adalah  sanksi  pidana
sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-
pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan
berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak
menjadi lebih baik, melainkan memperparah
kondisi dan dapat meningkatkan tingkat
kejahatan anak. Penerapan pemidanaan
terhadap anak berdasarkan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak merupakan suatu landasan
penjatuhan sanksi terhadap anak vyang
melakukan tindak pidana.

Anak yang menjadi kurir narkotika, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika tidak secara khusus mengatur
mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak,
namun pada dasarnya seorang anak yang
melakukan tindak pidana narkotika sebagai
pelaku peredaran gelap narkotika yaitu seorang
anak yang menjadi kurir untuk menjalankan
suatu proses peredaran gelap narkotika tetap
dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang
ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur
dalam undang-undang narkotika tetapi tidak
mengesampingkan ketentuan khusus yang
diatur Undang-Undang No. 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Jenis-jenis pemidanaan yang dapat
dijatuhkan oleh Hakim.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak
mengikuti ketentuan sanksi pidana yang
tertuang dalam pasal 10 KUHP namun
membuat sanksi secara tersendiri. Berikut
adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat
dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan
kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas
pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:
Pidana Pokok bagi anak terdiri dari:

a. Pidana peringatan.

b. Pidana dengan syarat:

1) Pemidanaan diluar lembaga.
2) Pelayanan masyarakat.
3) Pengawasan

C. Pelatihan kerja

d. Pembinaan dalam lembaga.

€. Penjara.

2. Pasal yang diterapkan kepada anak yang
menjadi pengedar narkotika.

Dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika

Lex Crimen Vol. XI/No. 1/Jan/2022

digolongkan kedalam tindak pidana khusus
karena tidak disebutkan di dalam KUHP,
pengaturannya pun bersifat khusus
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.
35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikut
adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada
anak yang masuk dalam kualifikasi pengedar
narkotika, yaitu:

Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan |, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan, atau menerima Narkotika
Golongan | sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau
melebihi 5 (lima) batang pohon atau
dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5
(lima) gram, pelaku dipidana dengan
pidana mati, pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat
6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119.

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan |Il, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dan paling banyak
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Rp8.000.000.000,00 (delapan  miliar
rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan Il sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,
pelaku dipidana dengan pidana mati,
pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Batasan usia pertanggungjawaban anak

secara hukum.
Menurut Djamil, M.Nasir:
Batas usia anak memberikan
pengelompokan terhadap seseorang untuk
kemudian dapat disebut sebagai seorang
anak. Yang dimaksud batas usia adalah
pengelompokan usia maksimum sebagai
wujud kemampuan anak dalam status
hukum, sehingga anak tersebut beralih
status menjadi usia dewasa atau menjadi
seorang subjek hukum vyang dapat
bertanggung jawab secara mandiri terhadap
perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan
hukum yang dilakukan anak itu.®

Menurut Nandang Sambas:

Secara vyuridis, menentukan batas usia

seorang anak akan menimbulkan akibat

hukum yang menyangkut persoalan hak dan
kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan
demikian, perumusan tentang anak dalam
berbagai undang-undang tidak memberikan
pengertian akan konsepsi anak, melainkan
perumusan yang merupakan pembatasan
untuk suatu perbuatan tertentu,
kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.’
Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia
anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban
pidana yang dapat diajukan ke hadapan
persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai
dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan

8 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar
Grafika, Jakarta, 2013, him. 127

9 Nandang Sambas, “Pembaharuan Sistem Peradilan
Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak”, Volume 4 Nomor 1 2014,
him. 63.

putusan Mahkamah Konstitusi No.
1/PUUVIII/201/021 dan sebagaimana yang
ditentukan dalam Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa
“anak yang belum berusia 14 (empat belas)
tahun hanya dapat dikenai tindakan. ”Sehingga
menurut hemat penulis dengan demikian pula
bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun
sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya
dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang
berumur 14 (empat belas) tahun sampai
dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa
dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun dengan anak yang belum berumur
12 (dua belas) tahun, Pasal 21 ayat (1) Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa
“Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas)
tahun melakukan atau diduga melakukan tindak
pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan,
dan pekerja sosial profesional mengambil
keputusan untuk menyerahkannya kembali
kepada orang tua/wali atau
mengikutsertakannya dalam program
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di
instansi yang menangani bidang kesejahteraan
sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah
paling lama 6 (enam) bulan.

Dari kategori batasan-batasan usia yang
telah ditentukan oleh undang-undang, maka
ditegaskan jika anak yang mengedarkan
narkotika dan terbukti melanggar Undang-
Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika,
masih dalam kategori umur 12 (dua belas)
tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun
maka dengan demikian hakim hanya dapat
menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak
tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang
mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-
apa. Hal tersebut vyang nantinya akan
dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah
yang akan menentukan apakah anak tersebut
bersalah atau tidak. Sedangkan terkait sanksi
bagi yang menjadi pengedar narkotika ini
bergantung pada jenis/golongan narkotika itu
sendiri. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak
tersebut dijadikan pengedar karena disuruh,

18



diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan
kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan,
dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan
kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk,
maka pihak yang melakukan hal tersebut
kepada si anak dapat dipidana dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling
banyak Rp. 20 miliar.

Sebagai contoh kasus anak sebagai
pengedar narkotika dapat dilihat dalam
Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp,
disebutkan terdakwa yang sewaktu jalannya
pemeriksaan berumur 15 tahun. Dalam
pemeriksaan saksi-saksi diketahui bahwa
terdakwa mengaku mendapatkan shabu
tersebut dari pesanan seseorang yang
menyuruh mereka untuk menyerahkan uang
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
kepada Ali Imran Rambe Alias Imran dengan
tujuan untuk  membeli  shabu. Hasil
pemeriksaan juga menjelaskan Terdakwa mau
disuruh membeli shabu karena mendapat
imbalan.®

Atas peristiwa pidana tersebut majelis
hakim kemudian memutuskan Terdakwa, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I.

Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan
pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu
dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan
denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
akan diganti dengan wajib latihan kerja selama
30 (tiga puluh) hari.

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana
terhadap anak yang terlibat tindak pidana
narkotika, di dalam Pasal 71 UU Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA) terdapat
ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum,
yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa:

10 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
1303/Pid.Sus/PA/2014/PN. Lbp, him. 18.
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a. Pidana peringatan
b. Pidana dengan syarat:
i.
Pembin
aan di
luar
lembaga

Pelayan
an
masyarak
at
iii.
Pengaw
asan
C. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga
€. Penjara
2. Pidana Tambahan, berupa:
a. Perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana
b. Pemenuhan kewajiban adat.**

B. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak

Sebagai Pengedar Narkotika

Perlindungan bagi anak sebagai pengedar
narkoba perlu diselesaikan melalui kebijakan
diversi,®> yang dilakukan dengan cara
musyawarah dengan melibatkan anak dan
orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua
walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan
pekerja  sosial  profesional berdasarkan
pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya
apabila diversi menghasilkan sebuah
kesepakatan yang dilakukan oleh penyidik atas
rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan
hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk,
antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian

2. Penyerahan kembali pada orang tua/wali

11 Fredyan Priambodo dan Ida Ayu Sukihana, 2013, Pidana
Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang
Dilakukan Oleh Anak, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 03,
ojs.unud.ac.id, URL:
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/vie
w/6150, Diakses November 2020

12 Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu
kasus dari proses formal ke proses informal. Proses
pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

13 Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya,
Bandung, 2003, him. 18.
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3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau
pelatihan di lembaga pendidikan atau
LPSK paling lama tiga bulan

4, Pelayanan masyarakat.

Diversi hanya dapat dilakukan oleh penyidik
bersama pelaku dan/atau  keluarganya,
pembimbing kemasyarakatan, serta dapat
melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula dan bukan pembalasan atau yang lebih
dikenal dengan istilah pendekatan restorative
justice (keadilan restoratif). Kesepakatan diversi
yang tercantum dalam Pasal 11 UU Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA) dapat berbentuk
penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
rehabilitasi medis dan psikososial, serta
mengikuti pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling
lama 3 (tiga) bulan. Penyelesaian di luar proses
peradilan  tersebut diharapkan  mampu
memberikan rasa keadilan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dan dengan
mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi
anak.

Jika proses diversi tidak mencapai
kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak
dilaksanakan, penyidik akan melanjutkan kasus
pada proses peradilan pidana anak dan proses
peradilan akan dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku vyaitu
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tanggung jawab untuk  memberikan
perlindungan terhadap anak agar terhindar dari
bisnis narkoba tidak hanya menjadi tanggung
jawab pihak kepolisian namun juga menjadi
tanggung jawab semua elemen masyarakat. Hal
ini dicantumkan dalam Pasal 20 Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa:
“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,
dan orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan
anak”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah

14 Ibid, him. 24.

segala kegiatan yang menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh
berkembang dan berpartisipasi, secara optimal
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Institusi Kepolisian dan Badan Narkotika
Nasional (BNN) sebagai gerbang utama dalam
menangani anak dan remaja yang terlibat
dalam jaringan narkoba di berbagai daerah di
Indonesia menjadi penentu apakah seorang
anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau
tindakan  informal lainnya. Penahanan
dilakukan terhadap anak tetap berpedoman
pada aturan hukum mengenai hak-hak anak
yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Pembedaan tempat penahanan,
pemenuhan fasilitas  yang melindungi
perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses
dengan keluarga, perlindungan hak profesi
anak, perlakuan dari penyiksaan kekerasan fisik
dan mental, serta proses peradilan yang singkat
dan cepat.’®

Penahanan yang dilakukan oleh polisi harus
tetap memperhatikan hak-hak anak dan
memberikan perlakuan yang berbeda seperti
anak ditahan pada tempat yang khusus tahanan
anak, dilakukan pemeriksaan dalam suasana
kekeluargaan dan tidak adanya pembentakan
ataupun pemukulan yang dilakukan terhadap
anak. Saat penahanan diupayakan anak
didampingi oleh orang tuanya atau Bapas.

Upaya penghindaran penahanan dilakukan
untuk mengurangi akibat negatif yang lebih
besar lagi. Tindakan untuk tidak menahan
dikarenakan menurut penilaian bahwa anak
tersebut baru pertama kali melakukan tindak
pidana dan masih dapat diperbaiki. Tindakan
untuk penghindaran penahanan tersebut juga
jika dihubungkan dengan ketentuan dalam
Beijing Rules merupakan hak yang dimiliki oleh
tersangka anak sebagaimana diatur dalam butir
13 the Beijing Rules, dijelaskan “Penahanan
sebelum pengadilan hanya akan digunakan
sebagai pilihan terakhir dan untuk jangka waktu
yang sesingkat-singkatnya”.

Pada dasarnya Perlindungan terhadap anak
yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika
baik sebagai kurir atau pengantar barang

15 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di
Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him. 19.
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kepada konsumen atau menjadi pengintai yang
menjadi kaki tangan bandar atau pengedar
dalam kacamata hukum tetaplah sama
kedudukannya sebagai subyek yang berhak
untuk memperoleh perlindungan secara khusus
ketika anak tersebut ditangkap dan diproses
dalam peradilan.

Realita yang terjadi saat ini anak-anak sering
dieksploitasi, dalam arti dipakai sebagai kurir
narkotika, sehingga tidak jarang seseorang yang
masih dikategorikan sebagai anak tertangkap
melakukan tindak pidana narkotika. Dalam hal
ini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak
sebagai kurir merupakan perbuatan vyang
dilarang dan diancam dengan sanksi pidana
baik berupa pidana penjara atau denda
sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal
111 s/d 147 Undang-Undang Narkotika.

Walaupun demikian, proses penanganan
anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur
dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009
melainkan diatur dalam Undang-undang No 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan
anak melanggar Undang-undang Narkotika,
namun hukum acara mengenai peradilan anak
diatur secara khusus dalam Undang-undang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu
penyidik dalam menangani anak yang menjadi
kurir, pengintai atau posisi lain yang menjadi
bagian dari distribusi  narkoba  harus
berpedoman pada Undang-undang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Sebagai seorang yang belum dewasa anak
memiliki hak-hak apabila berhadapan dengan
hukum. Seorang anak yang ditangkap dan
dituduh  sebagai  kurir  narkoba  meski
mempertanggungjawabkan perbuatannya
dihadapan hukum, namun perlu juga diimbangi
dengan perlindungan hukum vyang bersifat
khusus.

Berkaitan  dengan  keterlibatan  anak
melakukan tindak pidana narkotika, maka
terhadap anak harus diberikan perlindungan,
dan bentuk perlindungan tersebut dapat
dikategorikan sebagai perlindungan khusus.
Perlindungan  khusus bagi anak vyang
berhadapan dengan hukum lebih rinci
dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang No 11
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak yang menegaskan bahwa:
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Setiap Anak dalam proses peradilan pidana
berhak:

a. diperlakukan secara manusiawi dengan
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan
umurnya;

b. dipisahkan dari orang dewasa;

C. memperoleh bantuan hukum dan bantuan
lain secara efektif;

d. melakukan kegiatan rekreasional;

€. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau
perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi,
serta

f. merendahkan derajat dan martabatnya;

g. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana
seumur hidup;

h. tidak ditangkap, ditahan, atau di penjara,
kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam
waktu yang paling singkat;

i. memperoleh keadilan di muka pengadilan
Anak yang objektif, tidak memihak, dan
dalam sidang yang

J. tertutup untuk umum;

K. tidak dipublikasikan identitasnya;

|. memperoleh pendampingan orang tua/Wali
dan orang yang dipercaya oleh Anak;

M. memperoleh advokasi sosial;

. memperoleh kehidupan pribadi;

0. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi

anak cacat;

memperoleh pendidikan;

. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

r. memperoleh hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut ketentuan di atas seorang anak

yang melakukan tindak pidana dan diproses

dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang
dijamin oleh Undang-undang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak

ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali

sebagai upaya terakhir. Hak yang disebutkan
dalam huruf Pasal 3 huruf (h) ini merupakan
salah satu hak yang fundamental dan benar-
benar diperhatikan oleh penyidik PPA. Seorang
anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak
serta merta harus dilakukan penahanan apalagi
digabungkan dengan orang dewasa. Apabila
tidak ada kepentingan untuk menahan maka
anak harus dikembalikan kepada orang tua
dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu.
Demikian juga dalam hal penyidikan, dimana
penyidik memiliki kewenangan yang

>
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menentukan apakah anak yang menjadi

tersangka tindak pidana narkotika akan

dilakukan penahanan atau tidak. Proses
penahanan ini didasarkan pada Pasal 32
Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:
(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh
dilakukan dalam hal Anak memperoleh
jaminan dari orang tua/Wali dan/atau
lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan
diri, tidak akan menghilangkan atau
merusak barang bukti, dan/atau tidak
akan mengulangi tindak pidana.
(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat
dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
a. Anak telah berumur 14 (empat belas)
tahun atau lebih; dan

b. diduga melakukan tindak pidana
dengan ancaman pidana penjara 7
(tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dinyatakan secara
tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani,
rohani, dan sosial Anak harus tetap
dipenuhi.

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat
dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Menghindarkan anak dari proses penahanan
merupakan upaya untuk melindungi anak dari
stigma/cap negatif yang bisa diberikan kepada
masyarakat  kepada anak dan  untuk
menghindari lingkungan tahanan atau penjara
yang tidak baik  untuk  kepentingan
kepribadiannya. Oleh karena itu, di sini perlu
adanya pemahaman penyidik PPA terhadap
hak-hak anak dalam proses peradilan.

Upaya vyang dapat dilakukan dalam
memberikan perlindungan hukum bagi anak
yang menjadi kurir atau pengantar narkoba
dapat dilakukan  dengan cara diversi
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam
Pasal 6 Undang-undang No 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
disebutkan bahwa diversi bertujuan:

a. mencapai perdamaian antara korban dan

anak

b. menyelesaikan perkara anak diluar peradilan

C. menghindarkan anak dari perampasan

kemerdekaan

d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

€. menanamkan rasa tanggung jawab kepada
anak.

Diversi terhadap anak diwajibkan dalam
semua proses peradilan sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 Undang-undang No 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
yang menegaskan bahwa:

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim
dalam melakukan Diversi harus
mempertimbangkan:

a. kategori tindak pidana;

b. umur Anak;

C. hasil penelitian kemasyarakatan dari

Bapas; dan

d. dukungan lingkungan keluarga dan

masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan
persetujuan korban dan/atau keluarga
Anak Korban serta kesediaan Anak dan
keluarganya, kecuali untuk:

a. tindak pidana yang berupa

pelanggaran;

b. tindak pidana ringan;

C. tindak pidana tanpa korban; atau

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari

nilai upah minimum provinsi setempat.

Meninjau pada pasal 9 ayat (2) UU SPPA,
disebutkan bahwa pelaksanaan diversi dalam
peradilan pidana anak harus selalu diupayakan,
mengingat di pasal tersebut menyatakan bahwa
diversi tetap dapat diterapkan pada tindak
pidana tanpa korban, dimana tindak pidana
narkotika merupakan kejahatan tanpa korban
(crime without victim), maka anak sebagai
pelaku disini, juga sekaligus menjadi korban.

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 9 di
atas dan dibandingkan dengan data anak yang
menjadi tersangka tindak pidana narkoba yang
disajikan dalam bab sebelumnya, dapat
ditentukan bahwa anak-anak yang menjadi
kurir adalah masih berusia belia sekitar 15-17
tahun atau masih di bawah umur. Artinya
proses diversi harus dikedepankan daripada
proses peradilan formal.

Bentuk lain perlindungan terhadap anak,
juga dilakukan dengan cara yaitu penyidik yang
melakukan penyidikan adalan polisi wanita
(Polwan) yang memiliki minat, perhatian,
dedikasi dan memahami masalah anak.
Penyidikan oleh polisi wanita dimaksudkan
untuk memeriksa tersangka dalam suasana
kekeluargaan.  Penyidik perlu  meminta
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pertimbangan atau saran dari pembimbing
kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli
kesehatan jiwa, dan sebagainya. Pemeriksaan
anak pelaku tindak pidana dilakukan di sebuah
ruangan khusus dan bersifat rahasia.'®

Penjatuhan sanksi terhadap anak patut
diperhatikan, mengingat anak adalah subyek
hukum vyang bersifat sangat khusus yang
berbeda dengan subyek hukum orang dewasa
pada umumnya yang membutuhkan perlakuan
yang khusus pula. Artinya, apabila penerapan
sanksi pada orang yang sudah dewasa dianggap
tidak efektif sebagai sarana penanggulangan
kejahatan oleh karena berbagai dampak negatif
yang ditimbulkannya, maka penerapan sanksi
terhadap anak justru akan menimbulkan
dampak negatif yang jauh lebih luas.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang keterlibatan
anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika, ternyata bahwa Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika  tidak mengatur  secara
substantive yang berhubungan dengan
keberadaan anak sebagai subyek hukum
khusus di dalam tindak pidana narkotika,
akan tetapi ketentuan pidananya lebih
lanjut diatur dalam UU No.11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak, walaupun
demikian tidak mengesampingkan UU
Narkotika  dalam  penerapan  dan
penanggulangan tindak pidana narkotika
yang melibatkan anak.

2. Perlindungan hukum terhadap anak
pelaku tindak pidana narkotika, pidana
penjara yang diberikan kepada anak
sebagai pelaku tindak pidana narkotika
adalah keputusan yang kurang tepat.
Mengingat bahwa Pasal 20 Undang-
undang No 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak yang menegaskan
bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua berkewajiban
dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak.

16 Ljlik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori
Praktik dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung,
2005, him. 35.
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Demikian bagi anak yang berhadapan
dengan hukum harus diberikan
perlindungan  khusus  sesuai yang
dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang
No 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak,. Anak yang
terlibat tindak pidana narkotika dapat
dilakukan upaya diversi terlebih dahulu
sebagaimana yang tercantum dalam
pasal 9 ayat (2).

B. Saran

1. Diharap dalam menerapkan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan
dengan tindak pidana narkotika yang
dilakukan oleh anak harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan penanganan perkara anak vyang
berhadapan dengan hukum khususnya
kejahatan narkotika, harus ditangani
secara khusus baik represif maupun
tindakan preventif demi menciptakan
masa depan anak vyang baik dan
sejahtera. Dalam penyelesaian perkara
anak yang berkonflik dengan hukum yang
menggunakan  pendekatan  keadilan
restorative justice penyelesaian yang
melibatkan semua pihak dan secara
bersama-sama mengatasi dan mencari
solusi yang terbaik dan vyang lebih
mengutamakan kepentingan terbaik bagi
anak.

2. Mengingat penerapan pidana penjara
terhadap anak mempunyai pengaruh
yang negatif terhadap pembinaan anak di
masyarakat, maka diharapkan dalam
penanganan tindak pidana narkotika
yang dilakukan anak mengupayakan
diversi terlebih dahulu karena jenis
tindak pidana tersebut termasuk dalam
tindak pidana tanpa korban yang berarti
anak sebagai pelaku disini, juga sebagai
korban. Kesepakatan diversi dalam
perkara anak sebagai pelaku tindak
pidana narkotika yang berbentuk
rehabilitasi sosial merupakan upaya
preventif yang tepat. Penjatuhan pidana
berupa pidana penjara terhadap anak,
bukanlah satu-satunya cara atau solusi
yang dapat dilakukan jika ditujukan
sebagai upaya preventif atau pencegahan
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untuk memperbaiki anak agar menjadi
manusia yang lebih baik kedepannya.
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